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ABSTRAK 

 

 

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN 

PADA BUMDES MAJU BERSAMA 

 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Adalah Usaha yang didirikan Desa Untuk 

dapat mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

Observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Akuntabilitas itu adalah 

tanggung jawab dan kewajiban yang diatur melalui UU/Hukum untuk memberikan 

layanan atau bantuan kepada pihak independen. Dengan kata lain dalam konteks 

birokrasi,akuntabilitas mengharuskan penyajian,pelaporan dan pertanggung 

jawaban atas semua kegiatan terutama dalam hal pengelolaan keuangan. 

Kaitannya dengan Bumdes maju bersama mereka sudah melakukan akuntabilitas 

secara lengkap namun untuk segi transparsi Bumdes tergolong kurang transparan 

dimana dapat dilihat dari temuan peneliti pada Bumdes Maju Bersama pihak 

pengelola hanya menyampaikan informasi keuangan kepada perwakilan saja 

seperti Perangkat Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

BUMDes merupakan sebuah entitas ekonomi desa yang sah, didirikan 

dan dimiliki oleh pemerintah desa, yang dikelola secara mandiri dan 

profesional dalam aspek ekonomi, dengan sebagian atau seluruh modalnya 

berasal dari kekayaan desa. Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah 

untuk meningkatkan pendapatan asli desa, mendorong pertumbuhan 

ekonomi di wilayah tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk 

desa. Dari sudut pandang sosial, keberadaan lembaga ekonomi yang dikelola 

oleh masyarakat desa dengan swadaya sesuai dengan kepentingan bersama 

masyarakat, dan membantu dalam upaya peningkatan kemandirian serta 

kreativitas masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Secara hukum, peraturan mengenai BUMDes didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 ayat 

(1), yang menyatakan bahwa desa dapat membentuk Badan Usaha Milik 

Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Suatu organisasi dalam 

mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan cara memberikan 

laporan secara berkala.  

Di tingkat pemerintahan desa, akuntabilitas keuangan melibatkan 

kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan 

dana desa baik kepada pemerintah kabupaten/kota secara vertikal, maupun 

kepada masyarakat secara horizontal, mengenai perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengelolaan secara periodik. Tingkat keberhasilan atau kegagalan 

akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa 

diukur dari sejauh mana pemerintah desa mematuhi prinsip-prinsip 

partisipatif, akuntabel, transparan, tertib, dan disiplin. Penerapan 

akuntabilitas keuangan secara vertikal dan horizontal yang berdasarkan pada 

prinsip-prinsip tersebut bukan hanya mencerminkan kepatuhan pemerintah 

desa terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga memfasilitasi penyaluran 



2  

dana dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa. 

Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi kepada masyarakat 

umum serta kejelasan mengenai peraturan perundang-undangan, dan 

kepuasan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut: Akses terhadap 

informasi yang tepat dan akurat, penyediaan informasi yang jelas mengenai 

prosedur dan biaya, kemudahan akses, serta penyusunan mekanisme 

pengaduan jika terjadi pelanggaran. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) juga dapat mencerminkan terwujudnya tata kelola yang baik, di 

mana terdapat hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat, yang 

pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong 

akuntabilitas, transparansi, serta responsivitas pemerintah lokal. Menurut 

Permendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa harus dikelola dengan 

prinsip transparansi, karena hal ini akan memastikan akses atau kebebasan 

setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah 

desa dan pengelolaan keuangan desa. 

 Transparansi menjadi hal penting terkait keputusan penting yang 

diambil oleh pemerintah yang berdampak pada banyak pihak, sehingga 

pemerintah harus memberikan informasi yang komprehensif mengenai 

tindakan yang telah diambilnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul:ʻʻTRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILTAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BUMDES 

MAJU BERSAMA’’ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penulisan laporan akhir ini adalah “Apakah 

pengelolaan keuangan pada BUMDES Maju Bersama sudah Transparan dan 

Akuntabel?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah 

diuraikan tujuan penulisan ini untuk mengetahui transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di BUMDES Maju Bersama 

kecamatan Negri Katon kabupaten Pesawaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian memberikan data sebagai bukti empiris dalam menambah 

wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

ilmu akuntansi khususnya dalam hal menganalisis kinerja keuangan. 

2. Praktis 

Penelitian ini menggambarkan keadaan realita tentang Badan Usaha 

Milik desa (BUMDES) yang ada di Desa Relung Helok Kecamatan 

Negri Katon Kabupaten Pesawaran dan dapat menjadi penilaian terhadap 

transparansi dana akuntabilitas pengelolaan keuangan bagi Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Bumdes 

Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014, Badan Usaha Desa (selanjutnya disebut BUMDES) adalah sebuah 

entitas usaha yang dimiliki sebagian besar atau sepenuhnya oleh Desa, dan 

kegiatan usahanya dilakukan menggunakan aset Desa. BUMDES memiliki 

peran ganda sebagai penyokong aktivitas ekonomi di desa serta sebagai 

lembaga yang menyediakan layanan sosial dan komersial. Secara sosial, 

BUMDES bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam penyediaan 

layanan sosial untuk masyarakat, sementara secara komersial, tujuannya 

adalah untuk memperoleh keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa 

lokal ke pasar. 

Pendirian BUMDES merupakan inisiatif ekonomi bermodal usaha 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan prinsip kemandirian. 

Meskipun modal awalnya harus bersumber dari masyarakat, namun 

BUMDES juga berpotensi untuk mendapatkan pendanaan tambahan dari 

pihak eksternal, termasuk pemerintah desa atau pihak ketiga. Hal ini penting 

untuk diperhatikan dalam persiapan pendirian BUMDES, mengingat 

keterkaitannya dengan regulasi setempat seperti Peraturan Daerah (Perda) 

dan Peraturan Desa (Perdes). 

Dari uraian di atas, BUMDES bisa dipahami sebagai entitas ekonomi 

desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa secara independen, 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat 

desa. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan 

masyarakat, serta mendidik mereka untuk hidup mandiri, sehingga dapat 

memperkuat perekonomian desa secara keseluruhan. 
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2.1.1 Fungsi dan Tujuan 

 BUMDES, singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, adalah sebuah 

entitas usaha dimana mayoritas atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa 

dengan menyediakan dana langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan 

untuk mengurus aset, layanan, dan usaha lainnya demi meningkatkan 

kesejahteraan sebanyak mungkin. 

 

2.2 Akuntabilitas 

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas 

Menurut (Mardiasmo, 2006), Akuntabilitas merupakan kewajiban 

untuk memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan 

dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya, dengan cara menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban secara berkala. 

Menurut (Halim, 2012), Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab 

yang ditanggung oleh individu atau entitas atas setiap tindakannya kepada 

pihak yang memberikan otoritas. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung 

jawab itu sendiri mencakup kewajiban yang diatur oleh hukum untuk 

memberikan layanan atau bantuan kepada pihak independen yang memiliki 

hak untuk melaporkan temuan atau informasi terkait dengan pengelolaan 

keuangan kegiatan. Dengan kata lain, dalam konteks birokrasi sebuah 

instansi pemerintah, akuntabilitas mengharuskan penyajian, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban atas semua kegiatan, terutama dalam hal pengelolaan 

keuangan, agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang 

pertanggung jawabannya 

 

2.2.2 Jenis-jenis Akuntabilitas 

Menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas terbagi menjadi dua jenis, 

yakni: Akuntabilitas Vertikal: 
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Akuntabilitas vertikal merujuk pada tanggung jawab yang diberikan 

kepada pihak otoritas yang memiliki posisi lebih tinggi, seperti tanggung 

jawab kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, 

kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan 

sejenisnya. 

Akuntabilitas Horisontal: adalah bentuk tanggung jawab yang 

ditujukan kepada masyarakat secara luas atau kepada lembaga lain yang 

sejajar dan tidak memiliki hubungan hierarki atasan-bawahan. 

 

2.2.3 Pentingnya Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan 

oleh setiap organisasi pada berbagai tingkat atau unit sebagai tanggung 

jawab pekerjaan untuk memberikan laporan kegiatan kepada pihak yang 

berada di atasnya. Akuntabilitas publik memiliki tiga peran utama, yaitu: 

1. Menyediakan kontrol publik yang demokratis. 

2. Mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui proses 

pembelajaran. 

 

2.2.4 Indikator Tercapainya Akuntabilitas 

Terdapat beberapa tahapan untuk menjaminnya akuntabilitas 

terlaksana, yaitu: 

1. Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikatoruntuk 

menjamin akuntabilitas adalah: 

a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia 

bagi setiap warga yang membutuhkan. 

b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai- nilai 

yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip- prinsip administrasi 

yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders. 

c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah 

sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku. 
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d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, 

dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak 

terpenuhi. 

e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah 

ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. 

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin 

akuntabilitas adalah: 

a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media 

massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal. 

b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-

cara mencapai sasaran suatu program. 

c. Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan 

dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat. 

d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang 

telah dicapai oleh pemerintah. 

 

2.3 Transparansi 

2.3.1 Pengertian Transparansi 

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good 

Corporate Governance. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan 

memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar 

Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, 

transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung 

jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan 

terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat 

dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip 
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check and balance (antar lembaga eksekutif dan legislatif). Tujuan dari 

transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah harus 

memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. 

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya, transparansi 

merupakan keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan 

maupun pengungkapan informasi kepada masyarakat. Dan tujuannya 

transparansi adalah sebagai bukti kejujuran untuk memperoleh kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah yang mengelolanya. 

 

2.3.2 Tujuan Transparansi 

Tujuan dari menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan 

adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan sejak dini melalui 

kesadaran masyarakat dengan adanya pengawasan sosial. Selain itu, 

transparansi dalam pengelolaan keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kepercayaan publik terhadap suatu organisasi (Novie: 2017) 

[11]. Shafratunnisa (2015) [12] menyebutkan bahwa tujuan transparansi 

dalam penyusunan anggaran dapat diuraikan menjadi lima kriteria, yakni: 

1. Pengumuman kebijakan anggaran yang tersedia. 

2. Dokumen anggaran yang tersedia dan mudah diakses. 

3. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tepat waktu. 

4. Terakomodasinya usulan atau suara masyarakat. 

5. Sistem pemberian informasi kepada publik. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi 

adalah untuk mengurangi potensi penyimpangan dalam penggunaan dana, 

mencegah keraguan publik, dan mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

2.3.3 Indikator Tercapainya Transparansi 

Menurut Nico (2007:21-22)[10] bahwa keberhasilan transparansi 

suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut : 

1. Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi. 

2. Adanya krangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang 
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peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen 

fiskal. 

3. Adanya basis legal untuk pajak 

4. Adanya basis legal untuuk pertanggung jawaban belanja dan kekuasaan 

memungut pajak dari pemerintah daerah. 

5. Adanya pembagian peran dantanggung jawab yang jelas dari msing 

masing tingkatan pemerintah. 

6. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. 

7. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran). 

8. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran. 

9. Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit 

oleh lembaga yang berwenang). 

10. Adanya dokumentasi anggaran yan baik mengandung beberapa indikasi 

fiskal. 

11. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual 

12. Adanya kerangka kerj hukum yang memberi definisi yang jelas tentang 

peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci manajemen fiskal. 

13. Adanya lembaga audit yang independent. 

14. Adanya jantor statistik yang akurasi datanya berkualitas. 

15. Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus 

buruknya eksekusi atau keputusan anggaran 

16. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. 

17. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran. 

18. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuuk berpartisipasi dalam 

proses penganggaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat pada BUMDES Maju Bersama yang 

beralamat di Desa Relung Helok Kecamatan Negri Katon, Kabupaten 

Pesawaran. 

 

3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 40 Hari, terhitung 

dari tanggal 24 Januari sampai dengan 4 Maret 2022. 

 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif menurut (Sugiyono, 2013) yaitu data dalam bentuk 

kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan 

karakteristik atau sifat. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif menurut Sugiyono, (2013) yaitu data yang dinyatakan 

daam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan 

pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti 

data laporan keuangan periode tahun 2021 dan 2023 di BUMDES Maju 

Bersama, Desa Relung Helok. 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Pengertian Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya, seperti wawancara, jajak pendapat, atau 

observasi langsung terhadap individu, kelompok, kejadian, atau objek. 
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Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data dengan menjawab 

pertanyaan riset melalui metode survei atau melakukan observasi terhadap 

objek penelitian. Data primer memiliki keunggulan karena lebih 

mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang dilihat dan didengar 

langsung oleh peneliti, sehingga risiko kesalahan atau kebohongan dari 

sumber data dapat diminimalkan. Namun, kekurangannya adalah 

membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup besar untuk 

pengumpulan data. 

Menurut Sugiyono (2013), Data Primer adalah data yang dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, tanpa melalui 

perantara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data primer 

merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, di 

mana peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung di lokasi 

penelitian, seperti yang dilakukan dalam studi terhadap BUMDES Maju 

Bersama, Desa Relung Helok. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber yang bukan 

asli, seperti buku, catatan, bukti, atau arsip yang sudah ada, baik itu 

dipublikasikan secara luas maupun tidak. Dengan kata lain, untuk 

mengumpulkan data sekunder, peneliti perlu melakukan kunjungan ke 

perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang 

relevan dengan penelitiannya. Keuntungan menggunakan data sekunder 

adalah waktu dan biaya yang lebih sedikit dibutuhkan untuk 

mengklasifikasi masalah dan mengevaluasi data, dibandingkan dengan 

pengumpulan data primer. Namun, kelemahan dari penggunaan data 

sekunder adalah jika terjadi kesalahan, kedaluwarsa, atau 

ketidakrelevanan sumber data tersebut, hal tersebut dapat mempengaruhi 

hasil penelitian. 

Menurut Sugiyono (2013), data sekunder adalah informasi yang sudah 

diterbitkan atau digunakan oleh organisasi selain dari yang 

mengolahnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data sekunder 
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merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

oleh peneliti melalui perantara, yaitu data yang diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain. Contoh data sekunder mencakup gambaran umum dan laporan 

keuangan BUMDES Maju Bersama untuk tahun 2021 dan 2022. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan 

dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan 

memperhatikan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, observasi erat 

kaitannya dengan pengamatan terhadap objek dan fenomena, termasuk 

faktor penyebab dan dampaknya secara menyeluruh. Mereka yang 

melakukan observasi biasanya disebut sebagai pengamat. Secara umum, 

observasi adalah proses mengamati objek secara langsung dan rinci untuk 

mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek tersebut. Tujuan 

dari pengamatan ini adalah untuk mengumpulkan data atau informasi 

yang relevan. 

Metode pengamatan harus dilakukan secara sistematis agar 

mendapatkan informasi yang akurat. Kegiatan pengamatan memiliki ciri-

ciri tertentu, seperti objektif, faktual, dan sistematik. Observasi juga dapat 

melibatkan lebih dari satu orang. Observasi dapat dibagi menjadi beberapa 

jenis, seperti observasi partisipasi, observasi sistematis, dan observasi 

eksperimental. Pada observasi eksperimental, pengamat sudah 

merencanakan secara matang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Sugiyono (2013) mendefinisikan observasi sebagai teknik 

pengumpulan data yang terkait dengan perilaku manusia, proses kerja, 

atau gejala alam, terutama jika responden yang diamati tidak terlalu 

banyak. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan secara 

langsung pada instansi yang relevan untuk mengumpulkan data yang 
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diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan dialog antara dua orang atau lebih, yakni 

narasumber dan pewawancara, dengan maksud untuk mengumpulkan 

informasi. Dengan demikian, teknik wawancara menjadi salah satu 

metode pengumpulan data yang digunakan, terutama dalam konteks 

penelitian tertentu. Menurut definisi dari KBBI, wawancara adalah proses 

tanya jawab antara seseorang (baik pejabat maupun individu lainnya) 

untuk mendapatkan pendapat atau informasi tentang suatu hal, yang 

kemudian dapat dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau 

ditayangkan di televisi. Wawancara dapat dilakukan oleh berbagai pihak 

untuk berbagai tujuan, seperti jurnalis, pencari kerja, peneliti, dan lain 

sebagainya. 

Suliyanto (2004:137) menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik 

pengumpulan data di mana peneliti secara langsung berdialog dengan 

responden untuk memperoleh informasi. Dalam konteks penelitian ini, 

peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait dalam 

penyusunan tugas akhir ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka atau studi kepustakaan adalah proses mengumpulkan 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi fokus 

penelitian atau topik yang disajikan dalam karya tulis non-ilmiah seperti 

novel. Biasanya, studi kepustakaan lebih umum dilakukan dalam 

penulisan karya ilmiah karena memiliki aturan yang lebih ketat 

dibandingkan dengan karya tulis non-ilmiah. Penggunaan istilah ini 

menjadi lazim dalam konteks penelitian karena proposal penelitian perlu 

disusun di awal. 

Menurut Nazir (sebagaimana dikutip dalam Raharja 1998: 111), 

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan 

penelitian mendalam terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan 

yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Studi kepustakaan 
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memiliki peran penting dalam penelitian karena dapat memberikan 

dukungan yang signifikan dalam penyusunan Tugas Akhir. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan, 

mencari, menyelidiki, menggunakan, dan menyediakan dokumen untuk 

mendapatkan informasi, pengetahuan, dan bukti serta menyampaikannya 

kepada pengguna. Dokumentasi juga merupakan kegiatan penyediaan 

dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan catatan 

dari berbagai sumber informasi. Terdapat pandangan yang menyamakan 

dokumentasi dengan kearsipan di perpustakaan, meskipun tidak selalu 

demikian. Beberapa ahli menggambarkan dokumentasi sebagai kumpulan 

dokumen tentang subjek tertentu. Contohnya, data yang dikumpulkan 

melalui proses dokumentasi dapat digunakan untuk mengenalkan 

perusahaan kepada karyawan baru atau mengevaluasi kinerja karyawan 

yang telah pensiun. Dalam konteks bisnis, dokumentasi sering dikaitkan 

dengan proses administrasi. 

Menurut Haris (2010:143), dokumentasi merupakan salah satu 

metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan pengamatan atau 

analisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain yang 

terkait dengan subjek. Dokumentasi menjadi salah satu cara bagi peneliti 

kualitatif untuk memahami perspektif subjek melalui dokumen tertulis 

atau media lain yang dibuat atau disusun oleh subjek itu sendiri. Dalam 

penelitian ini, dokumentasi mencakup laporan mengenai data keuangan 

pada periode 2021 dan 2022, serta dokumentasi visual mengenai kegiatan 

bagian keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Relung 

Helok. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Metode analisis ini menggambarkan data dalam bentuk 

kalimat, kata, atau gambar. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan 
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teknik pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Menurut 

Sugiyono (2014), langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data: Peneliti mencatat data yang diperoleh dari observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. Catatan lapangan ini terkait dengan 

pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. 

2. Reduksi Data: Data dikelompokkan berdasarkan jenis yang sama, dan 

data yang tidak relevan dibuang. Proses ini membantu peneliti 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan 

informasi terkait data keuangan di Desa Relung Helok. 

3. Penarikan Kesimpulan: Peneliti menyimpulkan jawaban terhadap 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian. Tujuan 

tahap ini adalah untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan 

dengan mengidentifikasi hubungan, persamaan, atau perbedaan, sehingga 

dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang 

ada. 



45 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Akuntabilitas dan 

Transparansi BUMDes di Desa Relung Helok, Kecamatan Negri Katon, 

dapat disimpulkan bahwa BUMDes Maju Bersama Desa Relung Helok 

Masih kurang dalam hal transparansi, terlihat dari beberapa indikator. 

Pertama, keterbatasan informasi keuangan terlihat dari hasil observasi 

peneliti yang menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes Desa 

Relung Helok hanya diketahui oleh sejumlah kriteria tertentu, seperti 

pengelola dan perangkat desa. Kedua, ketersediaan informasi masih 

terbatas, karena laporan keuangan BUMDes Desa Relung Helok sulit 

diakses oleh masyarakat. Ketiga, kelengkapan informasi dari pengelola 

dan pemerintah desa masih belum memadai dan tidak jelas dalam 

penyampaian kepada masyarakat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka ada beberapa hal yang peneliti berikan sebagai saran yaitu 

sebagai berikut: 

1. Agar pengelola BUMDes Maju Bersama Desa Relung Helok membuat 

sarana komunikasi dan mengundang seluruh warga untuk menghadiri 

musyawarah tahunan, bukan hanya perwakilan, sehingga masyarakat 

dapat mengetahui tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh 

BUMDes. 

2. Harapannya, pelaporan keuangan akan terus meningkat ke depannya, 

sehingga pengelola BUMDes perlu meningkatkan sumber daya manusia 

agar proses pelaporan tidak tergantung pada beberapa elemen saja. Di 

masa mendatang, pelaporan dapat dilakukan oleh individu yang memiliki 

pemahaman tentang keuangan. 
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